PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

: a. bahwa dengan penerapan tanda tangan elektronik pada

Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) dalam penatausahaan keuangan
di Pemerintah Kota Semarang berdampak pada efisiensi
dan efektifitas waktu penerbitan SP2D;

. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2017
tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan
Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun
2017 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan
Keuangan Daerah Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 4
Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan
Keuangan Daerah Kota Semarang;



Mengingat

—

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah, Kota Besar dalam
lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana
telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 83);



Menetapkan:

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
penyampaiannya,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebgaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2017
tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan
Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun
2017 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan
Keuangan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 4
TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG.



Pasall

Ketentuan Pasal 49 dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun
2017 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 4) yang telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Semarang:

a. Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2017 Nomor 48);

b. Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2020 Nomor 12);

c. Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2020 Nomor 24);

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Penerbitan SP2D paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya pengajuan SPM yang sudah dinyatakan benar dan
lengkap.

(2) Penolakan penerbitan SP2D paling lambat 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Agustus 2020

WALIKOTA SEMARANG,

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd
ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 58
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